PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22

1.

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, maka Kewenangan Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah telah

diserahkan kepada Pemerintah Propinsi;

bahwa berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu
mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah

Sakit Jiwa Daerah dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);



10.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
(Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70);

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor | Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah



(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Tahun 1988 Nomor 9 seri D Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002
tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi
Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut /
Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002
Nomor 120).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINS1
JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH

BAB |

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas

Desentralisasi;



10.

11.

12.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan

Legislatif Daerah;
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;

Badan adalah sekumputan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang meiakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang

sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya ;

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan

atau Pelayanan Kesehatan lainnya ;

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo
Semarang, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Dr. RM. Soedjarwadi Klaten Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yang
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk
pencegahan, pemuiihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah yang secara teknis dan medis
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan

Taktis Operasional bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah ;

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya

tanpa tinggai di ruang rawat inap ;

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya

dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang
harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian

atau cacat;

Pelayanan Rawat Siangi (Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada
pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan
Pelayanan Kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1

(satu) hari;

Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh

tenaga medik ;

Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh

selain tenaga medik ;

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan

pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan ;

Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan

diagnosis dan terapi;

Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit
Rehabilitasi Mental dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi
wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis jasa psikologi dan rehabilitasi

lainnya ;

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah
Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya
penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit
gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di
Rumah Sakit;

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk

konsultasi psikiatri, konsultas psikologi, dan konsultasi lajnnya ;

Pelayanan Medico legal adalah Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan

kepentingan hukum,;



